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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini, tercantum dalam 

konstitusi Negara UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 

ayat (3). Konsekuensinya, segala penyelengaraan kehidupan bernegara 

harus patuh dan tunduk pada hukum. Baik dalam ranah ekonomi, politik, 

pertahanan dan keamanan serta sosial budaya semua diatur dengan hukum 

yang diwujudkan dalam undang-undang. Hukum adalah kekuasaan 

tertinggi dalam negara (rule of law). Hukum dijadikan instrumen dalam 

rangka mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Alinea 

Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menjaga perdamaian 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial.
1
 

Hukum dibuat dan diberlakukan dalam rangka mengatur dan 

melindungi kepentingan-kepentingan warga negara agar tidak terjadi 

konflik dan juga untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Hukum adalah 

suatu rangkaian kaidah, peraturan-peraturan dan tata aturan, baik tertulis 

maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pengaturan tatanan hubungan 
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antar warga negara dalam masyarakat.
2
 

Berkaitan dengan tujuan dibuatnya hukum dalam masyarakat, 

digunakan untuk dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum di dalam masyarakat. Hukum juga digunakan dalam 

rangka mewujudkan ketertian dalam masyarakat akibat adanya 

pelanggaran hukum kepada orang lain sehingga orang lain tidak 

melakukan balas dendam (main hakim sendiri). Hal ini, berkaitan erat 

dengan penegkan hukum pidana yang merupakan bagian dari suatu sistem 

pemidanaan. Sistem pemidanaan terdiri dari asas dan tujuan pemidanaan, 

aturan pemidanaan dan menyangkut pula materi pemidanaannnya. 

Landasan sistem pemidanaan di Indonesia tidak terlepas dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditetapkan melalui Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang masih merupakan warisan pemerintah 

Hindia-Belanda. Menurut KUHP yang berlaku saat ini, tidak dirumuskan 

secara tertulis berkaitan dengan tujuan dan pedoman pemidanaan di 

Indonesia.
3
 

Menurut pendapat Bambang Waluyo, sistem pemidanaan berdasarkan 

KUHP di Indonesia masih berorientasi pada sifat represif, yang artinya 

masih terarah pada penindakan atau pembalasan terhadap pelaku tindak 

pidana. Sistem pemidanaan dalam KUHP masih menganut paradigma 

retributive, yaitu memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku tindak 
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pidana atas kejahatan yang telah dilakukan. Berdasar paradigma retributive 

ini, tujuan pemidanaan adalah memberikan efek jera kepada pelaku tindak 

pidana agar di kemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serta 

mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana.
4
 

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur penal atau pengadilan, 

sekarang ini, bukanlah merupakan satu-satunya lembaga yang dapat 

menyelesaikan perkara pidana. Salah satu proses penyelesaian perkara 

pidana lain, yang mulai diakui eksistensi dan perannya dalam masyarakat di 

Indonesia adalah melalui mediasi penal. Mediasi penal merupakan upaya 

penyelesaian perkara pidana diluar jalur litigasi, baik dilakukan pada tingkat 

lembaga di Kepolisian maupun Kejaksaan. Untuk dapat mengembangkan 

konsep mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara 

pidana, dibutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum serta regulasi 

sebagai landasan hukum yang kuat bagi penyelesaian perkara pidananya. 

Negara Indonesia yang menganut faham negara hukum, sebagaimana 

telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengandung arti bahwa  

“hukum merupakan suatu alat untuk mendukung terselenggaranya 

tugas dan fungsi negara dalam memberikan keamananan dan 

ketertiban masyarakat, melindungi nyawa dan harta benda bagi warga 

negara serta mewujudkan adanya keadilan dalam masyarakat”.  
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Berkaitan dengan negara hukum tersebut, maka, perlu juga untuk 

dapat memperhatikan adanya perlindungan hukum bagi korban tindak 

pidana serta adanya upaya perdamaian antara pelaku tindak pidana dan 

korbannya untuk dapat mewujudkan adanya restorative justice. Salah satu 

cara dalam penegakan hukum pidana agar dapat mewujudkan restorative 

justice adalah melalui penyelesaian perkara tindak pidana melalui sistem 

mediasi penal. Penyelesaian perkara melalui mediasi penal, pada awalnya 

hanya dilakukan pada bidang hukum Perdata saja, agar mencapai suatu 

putusan yang saling menguntungkan. Akan tetapi, dengan adanya 

perkembangan zaman saat ini, dan adanya kebijakan sistem hukum pidana 

di Indonesia, mediasi untuk dapat menyelesaikan suatu perkara juga telah 

diadopsi dalam sistem hukum pidana.
5
 

Mediasi penal memiliki konsep dalam menegakkan perlindungan 

hukum, terutama dalam perspektif korban tindak pidana. Melalui mediasi 

penal, segala kerugian yang dialami oleh korban tindak pidana dapat 

diakomodir dengan baik, sehingga dapat mewujudkan adanya keadilan bagi 

korban. Mediasi penal merupakan salah satu akses dalam mewujudkan 

keadilan dan kemanfaatan hukum. Penyelesaian perkara pidana melalui 

mediasi penal perlu untuk lebih dikaji dan ditelaah lebih lanjut terkait 

dengan model dan bentuk mediasi penal untuk dapat menyelesaikan perkara 

pidana secara efektif serta dibutuhkan peran yang sesuai bagi setiap aparat 
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penegak hukum agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar 

penegak hukum di Indonesia.  

Penegakan hukum di Indonesia melalui upaya litigasi dalam 

menyelesaikan perkara tindak pidana seringkali tidak mementingkan 

kepentingan korban tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan pengaturan 

dalam KUHAP yang memuat aturan mengenai perlindungan hak-hak 

tersangka atau terdakwa lebih banyak dari pada aturan yang memuat tentang 

perlindungan hak-hak korban tindak pidana. Menurut pendapat Natangsa 

Surbakti, menyatakan bahwa KUHAP di Indonesia memuat aturan 

perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam satu bab tersendiri, 

yang mencakup 19 pasal, dari Pasal 50 KUHAP sampai dengan Pasal 68 

KUHAP. Sedangkan pengaturan mengenai perlindungan hak-hak korban 

tindak pidana hanya diatur dalam 3 pasal KUHAP, yaitu Pasal 98, 99 dan 

100 KUHAP yang hanya berkaitan dengan Penggabungan Perkara Gugatan 

dan Ganti Kerugian.
6

 Terkait landasan penegakan hukum dalam 

penyelesaikan perkara pidana di Indonesia, yaitu KUHP dan KUHAP masih 

dianggap belum berperspektif pada kepentingan korban. Secara yuridis, 

mengenai landasan hukum mediasi penal di Indonesia dalam menyelesaikan 

perkara tindak pidana juga masih dianggap belum kuat, karena belum secara 

tegas diatur dalam KUHP maupun KUHAP di Indonesia. 

Terkait dengan landasan hukum mediasi penal, dapat dilihat secara 

hukum internasional dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-
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10 pada tahun 2000 yang tercantum dalam dokumen A.CONF.187/4/Rev/3. 

Dokumen tersebut berisi rekomendasi kepada negara-negara dalam 

penanganan perkara tindak pidana dengan memberikan perlindungan kepada 

korban, atau yang lebih dikenal dengan mekanisme mediasi dan Restorative 

Justice. Setelah Kongres PBB ke-10 tersebut, kemudian muncul dokumen 

perjanjian internasional untuk negara-negara Uni Eropa atau EU Framework 

Decision 2001 tentang “The Standing of Victim in Criminal Proceedings” 

yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan dan pelaksanaan 

Restorative Justice. Berdasarkan perjanjian internasional tersebut, beberapa 

negara Eropa mengatur mengenai mediasi penal dalam KUHP mereka 

secara tegas, diantaranya adalah negara Austria, Belgia, Jerman, Polandia 

dan Perancis.
7
 

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, 

menyatakan bahwa di negara Eropa tersebut telah dilaksanakan suatu 

alternatif penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal yang 

diatur secara tegas dalam undang-undang. Sebagai contoh adalah di negara 

Polandia, Jerman, dan Austria mediasi penal telah diatur dalam ketentuan 

Undang-Undang Peradilan Anak. Negara Perancis dan Belgia telah 

mengatur mengenai mediasi penal dalam KUHAP mereka, sedangkan di 

negara Norwegia pengaturan mediasi penal dicantumkan dalam undang-

undang khusus mengenai mediasi penal. Di Indonesia, mengenai mediasi 

penal baru secara khusus dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 
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Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan konsep Diversi 

yang merupakan penyelesaian perkara tindak pidana anak di luar 

pengadilan. Konsep diversi ini sama dengan konsep mengenai mediasi 

antara korban dan pelaku tindak pidana yang hanya melibatkan anak-anak.
8
 

Penyelesaian perkara melalui mediasi penal yang berbasis restorative 

justice, membutuhkan peranan penting dari aparatur penegakan hukum di 

Indonesia, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. 

Pemahaman dan pandangan dari aparatur penegakan hukum di Indonesia 

harus diubah mengingat selama ini kebijakan penegakan hukum pidana 

masih bersifat retributif. Salah satu peran penting dari aparatur penegakan 

hukum pidana tersebut adalah pada Lembaga Kejaksaan. 

Kejaksanaan merupakan salah satu institusi pada Sistem peradilan 

pidana yang  berperan dalam proses penyidikan pada perkara – perkara 

tertentu dan penuntutan, serta menjadi Pengacara Wakil Negara dalam 

persidangan perkara perdata. Struktur institusi Kejaksaan terdiri dari 

Kejaksaan Agung ditingkat Pusat, Kejaksaan Tinggi ditingkat Provinsi, dan 

Kejaksaan Negeri di tingkat Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan penerapan 

mediasi penal, Kejaksaan telah memiliki aturan pedoman dalam penanganan 

perkara tindak pidana melalui mekanisme Restorative Justice dengan 

adanya Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.   
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Berkaitan dengan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 

tersebut, telah menjadi landasan bagi Kejaksanaan Negeri Jepara dalam 

melakukan penyelesaian perkara tindak pidana melalui mediasi penal 

berbasis pada Restorative Justice.  

Tabel 1.1 Penyelesaian Perkara 

1 Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan ringan, yang 

dilaksanakan pada tanggal 19 November 2021 yang diselesaikan 

dengan mekanisme mediasi penal berbasis Restorative Justice.
9
 

2 Selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2022 Kejaksaan Negeri 

Jepara kembali melakukan penyelesaian perkara tindak pidana 

melalui Restorative Justice dalam kasus penipuan.
10

 

3 Pada tanggal 21 Februarri 2022 Kejaksaan Negeri Jepara 

melakukan Restorative Justice dalam kasus pencemaran nama 

baik.
11

 

 

Konsep Restorative Justice memiliki pendekatan yang berbeda dengan 

konsep pemidanaan dengan pendekatan retributive. Pendekatan dengan 

Restorative Justice adalah pergeseran pemidanaan dalam hukum pidana di 

Indonesia yang menekankan pada prinsip keadilan bagi korban dan pelaku 

tindak pidana serta adanya konsep penjatuhan alternatif hukuman selain 
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pidana penjara atau kurungan, misal dengan penjatuhan pidana kerja sosial, 

denda atau pidana lainnya. Substansi dari Restorative Justice adalah 

membangun partisipasi bersama antara pelaku tindak pidana, korban dan 

kelompok masyarakat untuk dapat menyelesaikan kasus tindak pidana 

dengan menemukan solusi yang sama-sama menguntungkan semua pihak 

(win-win solution).
12

 

Restorative Justice memiliki konsep pemidanaan dari sudut pandang 

terkait dengan pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga 

kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep Restorative Justice. Akan 

tetapi, Restorative Justice tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, 

yaitu kasus pidananya adalah pidana yang menimbukan kerugian secara 

massal dan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana ringan masih dapat 

dilakukan penanganan dengan konsep pendekatan Restorative Justice.
13

 

Restorative Justice memiliki metode implimentasi dengan cara mediasi 

penal dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Mediasi penal digunakan 

dalam penanganan tindak pidana biasa, dalam arti dilakukan oleh orang 

dewasa, sedangan penggunaan diversi dilakukan dalam kasus yang 

melibatkan anak dan berada pada Pengadilan Anak.
14

 Pendekatan 

Restorative Justice dilaksanakan melalui aparat penegak hukum dengan cara 
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melakukan upaya mediasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Saat 

ini, pelaksanaan penanganan kasus tindak pidana dengan restorative justice 

masih dilakukan secara parsial dan tidak komprehensif karena pengaturan 

berkaitan dengan konsep pendekatan ini masih sebatas pada aturan 

pelaksana teknis dan masih tersebar dalam beberapa pengaturan. Konsep 

restorative justice juga belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) sebagai payung hukum berkaitan dengan tindak pidana.
15

 

Dibutuhkan adanya upaya yang lebih komprehensif dan lebih 

tersistematis melalui pendekatan Restoratif Justice dalam sistem 

pemidanaan di Indonesia sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan 

permasalahan perkara tindak pidana melalui mediasi penal. Sebagaimana 

upaya dalam KUHP Nasional terbaru yang berkaitan dengan Restorative 

Justice sehingga aparat penegak hukum, terutama kejaksaan mempunyai 

landasan hukum yang kuat dalam menerapkan konsep Restorative Justice di 

Indonesia sebagai upaya dalam melndungi kepentingan dari korban tindak 

pidana serta dapat mewujudkan keadilan restoratif. Berdasarkan uraian di 

atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal Berbasis Restorative 

Justice (Studi Kasus Penyelesaian Perkara Pidana di Kejaksaan Negeri 

Jepara)” 
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B. Rumusan Masalah 

Masalah merupakan setiap persoalan dalam kesulitan yang harus 

dicarikan solusi jawaban untuk dapat menyelesaikannya. Rumusan masalah 

disini, dimaksudkan sebagai penegasan masalah-masalah serta batasan 

terhadap pembahasan yang akan diteliti, sehingga dapat memudahkan dalam 

pencapaian tujuan yang akan dikehendaki. Berdasarkan pada uraian latar 

belakang di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah proses penyelesaian perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jepara 

sudah menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian perkara pidana berbasis 

Restorative Justive, baik secara teoritis maupun berdasarkan Peraturan 

Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian 

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ? 

2. Apakah proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal 

berbasis Restorative Justice di Kejaksaan Negeri Jepara telah secara 

integratif melindungi kepentingan korban dan pelaku ? 

 

C. Keaslian Penelitian 

No Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil 

Penelitian 

Kebaharuan 

Penelitian 

1 Teguh 

Hariyono, 

Tahun 

2021 

Mediasi Penal 

sebagai 

Alternatif Upaya 

Penyelesaian 

Penyelesaian 

perkara melalui 

mediasi penal 

tidak hanya 

Dalam 

penelitian ini 

membahas 

terkait proses 
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No Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil 

Penelitian 

Kebaharuan 

Penelitian 

Perkara Di Luar 

Pengadilan  

 

 

berfokus pada 

mengadili dan 

menghukum 

pelaku, akan 

tetapi juga 

mencarri jalan 

tengah agar 

dapat 

memulihkan 

kondisi korban 

kejahatan, dan 

menunjukkan 

bahwa mediasi 

penal relevan 

dalam 

mewujudkan 

keadilan 

restoratif 

mediasi penal 

yang dilakukan 

oleh Kejaksaan 

Negeri Jepara 

dalam 

penyelesaian 

perkara pidana 

melalui mediasi 

penal 

2 Teddy 

Lesmana  

Tahun 

Mediasi Penal 

Sebagai 

Alternatif 

Mediasi penal 

menjadi salah 

satu faktor 

Dalam 

penelitian ini 

membahas 
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No Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil 

Penelitian 

Kebaharuan 

Penelitian 

2019 Penyelesaian 

Perkara Pidana 

Dalam Perspektif 

Pembaharuan 

Sistem Peadilan 

Pidana Di 

Indonesia  

 

penting yang 

mampu 

memberikan 

perubahan 

signifikan 

dalam sistem 

peradilan pidana 

di Indonesia. 

Pembaharuan 

melalui 

pengintegrasian 

mediasi penal 

ke dalam sistem 

peradilan pidana 

dapat dilakukan 

dengan 

membentuk 

kebijakan non 

penal melalui 

pendekatan 

sosiologis. 

terkait proses 

penyelesaian 

perkara pidana 

melalui mediasi 

penal yang 

berbasis 

restorative 

justice oleh 

Kejaksaan 

Negeri Jepara 

serta bentuk 

perlindungan 

bagi korban 

kejahatan. 
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No Peneliti & 

Tahun 

Judul Penelitian Hasil 

Penelitian 

Kebaharuan 

Penelitian 

 

3 Cahya 

Wulandari 

Tahun 

2018 

Penyelesaian 

Perkara Pidana 

Melalui Mediasi 

Penal: Acces to 

Justice Di 

Tingkat 

Kepolisian 

Bentuk Mediasi 

penal yang 

digunakan pada 

tingkat 

Kepolisian 

adalah Victim-

Offender 

Mediation, 

terutama pada 

kasus tindak 

pidana ringan 

dengan 

menawarkan 

secara aktif 

untuk 

menyelesaikan 

di luar 

pengadilan 

melalui mediasi. 

Dalam 

penelitian ini 

membahas 

terkait proses 

penyelesaian 

perkara pidana 

melalui mediasi 

penal yang 

berbasis 

restorative 

justice oleh 

Kejaksaan 

Negeri Jepara 

serta bentuk 

perlindungan 

bagi korban 

kejahatan 

melalui 

restorative 

justice 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan yaitu: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui mengenai proses penyelesaian perkara pidana di 

Kejaksaan Negeri Jepara sudah menerapkan prinsip-prinsip 

penyelesaian perkara pidana berbasis Restorative Justice, baik secara 

teoritis maupun berdasarkan Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 

Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan 

Restoratif 

b. Untuk mengetahui proses penyelesaian perkara pidana melalui 

mediasi penal berbasis Restorative Justice di Kejaksaan Negeri 

Jepara pada kasus yang diteliti apakah telah secara integratif 

melindungi kepentingan korban dan pelaku 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk mengembangkan dan memperdalam pengetahuan penulis di 

bidang Hukum Pidana khususnya terkait penyelesaian perkara 

pidana melalui mediasi penal berbasis Restorative Justice di 

Kejaksaan Negeri Jepara. 

b. Guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar 

akademik Magister Hukum (S2) dalam bidang Ilmu Hukum di 

Program Pasca Sarjana Universitas Muria Kudus.  
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat, baik 

manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya, 

terutama yang berkaitan dengan penyelesaian proses penyelesaian 

perkara pidana di Kejaksaan Negeri Jepara yang diteliti sudah 

menerapkan prinsip-prinsip penyelesaian perkara pidana berbasis 

Restorative Justive, baik secara teoritis maupun berdasarkan 

Peraturan Kejaksaan Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan 

menjadi acuan dalam penelitian-penelitian sejenis pada masa yang 

akan datang terutama berkaitan dengan proses penyelesaian perkara 

pidana melalui mediasi penal berbasis Restorative Justice di 

Kejaksaan Negeri Jepara pada kasus yang diteliti telah secara 

integratif melindungi kepentingan korban dan pelaku 

2. Manfaat Praktis 

a. Berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana 

keilmuan penulis serta untuk mengetahui kemampuan penulis 

dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh dalam bangku 

perkuliahan. 
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b. Bagi pembentuk undang-undang, dapat menjadi bahan evaluasi 

dalam pembentukan regulasi baru mengenai pengaturan Restorative 

justice di Indonesia. 

F. Metode Penelitian 

1. Me itodei Pe inde ikatan 

Me itodei pe indeikatan yang di igunakan dalam peine iliiti ian iinii adalah 

meitode i yuri idi is-e impi iri is non doktrinal. Pe ine iliiti ian yuri idi is-e impi iri is 

meinurut Marzuki i meirupakan peineili itiian hukum meinge inai i peimbeirlakuan 

atau iimpleime intasii keite intuan hukum normatiif seicara langsung pada 

se itiiap peiri isti iwa hukum teirteintu yang te irjadi i dalam masyarakat.
16

 Dalam 

pe indeikatan yuri idi is-e impi iri is yang me ine iliitii teintang Pe inye ile isai ian Pe irkara 

Pi idana Meilaluii Me idi iasii Pe inal Be irbasi is Re istoratiive i Justiicei (Studi i Kasus 

Pe inye ile isai ian Peirkara Piidana dii Ke ijaksaan Ne ige iri i Jeipara). 

2. Spe isi ifi ikasii Pe ine iliiti ian  

Pe ine iliitiian iini i beirsi ifat deiskri iptiif analiisi is, adalah meitodei yang 

di ipakaii untuk meinggambarkan suatu kondi isi i atau keiadaan yang se idang 

be irlangsung atau se idang te irjadii yang be irtujuan meimbeiri ikan data 

meinge inai i obje ik peine iltiian se ihiingga mampu meinggali i hal-hal yang 

be irsi ifat iide ial, keimudiian dari i data teirse ibut di ianaliisi is de ingan be irdasarkan 

teiori i hukum atau peiraturan peirUndang-Undangan yang be irlaku. 

Pe ine iliitiian yang be irjudul “Pe inye ile isaiian Pe irkara Piidana Meilaluii 

Me idi iasii Pe inal Be irbasiis Re istoratiive i Justiicei (Studi i Kasus Pe inye ile isai ian 
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Pe irkara Piidana dii Ke ijaksaan Ne ige iri i Jeipara)”, diilakukan deingan 

de iskri iptiif analiisi is se ibab dalam pe inuliisan i ini i pe inuliis akan 

meingumpulkan be irbagai i macam data yang be irhubungan de ingan judul 

yang ke imudiian deingan data teirse ibut diianaliisi is meinurut hukum posiitiif 

dan teiorii-te iori i hukum yang te irkai it. Peine ili itiian iini i diikatakan pula bahwa 

meincakup peinde ikatan Kasus (case i Approach) dan Peinde ikatan Undang-

Undang ( Statute i Approach). 

Me itodei pe inli itiian deingan me inggunakan pe indeikatan kasus (casei 

Approach), yang mana dalam me itodei i ini i yang pe irlu di ipahamii oleih 

pe inuliis adalah ratiio de iciide indii, yai itu alasan-alasan hukum yang 

di igunakan ole ih hakiim dalam meilakukan Putusan pe irkaranya. Goodhe iart 

meinyatakan, ratiio de iciide indi i dapat diikeituaii de ingan cara me impeirhatiikan 

fakta-fakta mateiri ii il.
17

 Fakta- fakta meitriii il te irse ibut dapat orang, te impat, 

waktu, dan seigala yang me inye irtai inya de ingan syarat ti idak teirbuktii 

de ingan se ibaliiknya. Fakta mateiri iiil sangat diipe irlukan hakiim atau para 

pi ihak yang te irkaiit dalam meilakukan putusan agar dapat me indapatkan 

haturan peirUndang-Undangan se ibagai i acuan dasar dalam meilakukan 

se ibuah pe ineili itan. Bi iasanya me itode i pe inli itiian de ingan cara peinde ikatan 

Pe irUndang-Undangan yang di idalamnya masiih te irdapat keikurangan atau 

bahkan dapat meini imbulkan peinyi impangan-pe inyi impangan di idalamnnya 

baiik iitu dalam tataran te ikni is atau dalam peilaksanaannya di ilapangan. 

Pe inde ikatan iini i diilakukan deingan cara me ineilaah dan meimahamii se imua 
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pe iraturan peirUndang-undangan yang be irkaiitan deingan pe irmasalahan 

yang se idang di ihadapii. Me itodei pe indeikatan iinii mi isalnya de ingan cara 

meimpe ilajarii, meimahamii konsi isteinsi i/ke ise iuaiian antara Undang-Undang 

satu deingan yang lai innya.
18

 

3. Teikni ik Sampliing 

Me inurut Azwar, pada dasarnya pe ingambi ilan sampeil dalam suatu 

pe ineili itiian meirupakan suatu prose is dalam meimi iliih suatu bagi ian yang 

re ipse intatiif darii se ibuah populasii. Populasi i seindi iri i meimi iliiki i peinge irti ian 

se ijumlah manusiia atau uniit yang me impunyai i ci iri i-ci iri i atau karakteiriisti ik 

yang sama.
19

 Populasii data dalam peine iliiti ian iini i yai itu seimua piihak yang 

teirli ibat seipe irtii: korban, pe ilaku, ke iluarga korban, keiluarga pe ilaku keipala 

Ke ijaksaan Ne ige iri i Jeipara, staf dan karyawan lai innya dalam 

Pe inye ile isai ian Pe irkara Piidana Me ilalui i Me idi iasii Pe inal Be irbasi is 

Reistorati ivei Justi icei yang ada di ii i Ke ijaksaan Ne ige iri i Jeipara. 

4. Metode Pe ingumpulan Data 

Teihni ik pe ingumpulan data iialah tahapan dalam se ibuah kajiian 

yang meimpunyai i tujuan untuk meimpe iroleih data atau iinformasii. 

Pe ingumpulan data iini i biisa diijalankan dalam be ibe irapa sumbeir, se ittiing 

se irta beibe irapa teikniik laiinnya. Pada kajiian i inii, pe inuliis me imakaii 

be ibeirapa jeiniis te ihni ik untuk meindapatkan data seipe irtii beiri ikut:
20

 

a. Obse irvasi i 
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Obse irvasi i i ialah teihni ik dalam meingumpulkan data meimi iliiki i 

karakteir yang spe isi ifi ik yakni i di ijalankan me ilaluii pe ingamatan seicara 

langsung se irta obse irvasi i partiisi ipan. Teihni ik i inii di ipakaii jiika 

pe ineili itiian beirkaiitan deingan peiri ilaku se ise iorang, se ibagai i ge ijala 

alam, proseis ke irja se irta apabiila reisponde in yang di ilakukan 

pe ingamatan tiidak be igi itu banyak.
21

 Adapun je iniis-je iniis obse irvasi i 

di ibagi i meinjadii dua yai itu :  

1) Obse irvasi i Parti isi ipan 

Yai itu suatu prose is pe ingamatan bagi ian dalam diilakukan oleih 

obse irve ir de ingan i ikut me ingambi il bagi ian dalam keihi idupan 

orang-orang yang akan di iobse irvasi i. 

2) Obse irvasi i Non Parti isi ipan 

Apabi ila obse irvasi i ti idak i ikut dalam keihi idupan orang yang 

di iobse irvasi i dan se icara teirpi isah be irkeidudukan se ilaku 

pe ingamat.
22

 

Adapun te ikni ik dalam obseirvasi i i ini i meinggunakan non 

partiisi ipan. Teikni ik i ini i di ipakaii ole ih pe inuliis untuk me injalankan 

pe ingamatan siituasii dan kondiisi i yang ada dii Ke ijaksaan Neige iri i 

Jeipara dalam konteiks “Pe inye ile isai ian Pe irkara Piidana Me ilaluii 

Me idi iasii Pe inal Beirbasi is Reistorati ivei Justiicei (Studii Kasus 

Pe inye ile isai ian Pe irkara Piidana dii Ke ijaksaan Ne ige iri i Je ipara). Oleih 

kareinanya pe ine iliitii akan meimpeiroleih data yang le ibiih te irpeiri inci i 
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meinge inai i profi il, leitak ge iografi is, san bagai imana peirkara Piidana 

meilaluii Me idi iasii Panal beirbasi is Re istoratiive i Justiicei. 

b. Wawancara 

Wawancara biisa di ijalankan jiika peinuliis meincarii i informasii 

ataupun data awal se ibagai i peindahuluan dalam meimpe iroleih 

pe irmasalahan yang waji ib diianaliisa se irta jiika peinuliis he indak 

meimahamii beirbagai i hal yang te irdapat ataupun yang te irjadii pada 

re isponde in se icara leibi ih ri incii se irta de ingan jumlah reisponde in yang 

be irjumlah keiciil. 

Sugi iyono me inguti ip pe irnyataan dari i Eiste irbeirg yang 

meinge imukakan be ibeirapa macam wawancara yai itu wawancara 

teirstruktur, se imii te irse itruktur, dan tiidak teirstruktur.  

Pe ine iliitiian iini i meinggunakan teihni ik wawancara teirstruktur. 

Bi isa di ije ilaskan jiika wawancara teirstruktur i ialah wawancara yang 

di ijalankan deingan me imakaii peidoman yang di isusun se icara 

si iste imatiis untuk meimbeiri i peirtanyaan pada piihak iinforman atau 

narasumbeir. Wawancara teirstruktur biiasanya di ipakaii ole ih pe inuliis 

pada para iinforman maupun narasumbeir yang di ini ilai i meimpunyai i 

kompeite insi i yang bai ik dii biidangnya masi ing-masi ing contohnya kasi 

pidum Ke ijaksaan Neige iri i Jeipara, korban dan pelaku. 

c. Dokume intasii  

Pada umumnya dokume in te irmasuk buktii ataupun catatan 

pe iriisti iwa yang te ilah be irlalu. Dokumein i inii bi isa beirupa gambar 
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tuliisan maupun beirbagai i karya monumeintal yang di ici iptakan 

se ise iorang. Dokume in yang be intuknya tuliisan contohnya yai itu 

se ijarah keihi idupan, catatan hari ian, seirta bi iografi i. Dokume in yang 

be intuknya gambar contohnya gambar hi idup, foto, skeitsa seirta laiin 

se ibagai inya. Dokume in yang be intuknya karya contohnya patung, 

gambar, fi ileim se irta laiinnya. Nama pe irlu di igari is bawahi i jiika tiidak 

se iluruh dokumein me impunyai i kre idi ibiili itas yang bai ik. Mi isalnya 

yakni i te irdapat beirbagai i foto yang ti idak me imbeiri ikan gambaran 

kondi isi i asliinya hal iitu kareina foto teirse ibut diibuat untuk suatu 

ke ipeinti ingan. Contoh beiriikutnya yakni i autobiiografi i yang di ituli is 

de ingan si ifat subjeikti if se irta hanya gunakan untuk diiri inya se indi iri i.
23

 

Kaji ian iini i meimakaii teihni ik dokumeintasi i yang di ipakaii oleih 

pe inuliis untuk me indapatkan beirbagai i data teirkaiit “Pe inye ile isaiian 

Pe irkara Piidana Meilaluii Me idi iasii Pe inal Be irbasi is Reistorati ivei Justiicei 

(Studi i Kasus Pe inye ile isai ian Pe irkara Piidana dii Ke ijaksaan Neige iri i 

Jeipara), seirta se iluruh keigi iatan yang be irkaiitan deingan akti ivi itas 

pe ineili itiian. Oleih kareinanya data yang di idapatkan bakal leibi ih valiid 

se irta dapat diipe irtanggung jawabkan meimbeiri ikan dukungan 

teirhadap keiyaki inan si ikap pe inuliis me imang me injalankan kajiian 

meinge inai i “Pe inye ile isaiian Pe irkara Piidana Me ilaluii Me idi iasi i Peinal 

Be irbasi is Re istorati ivei Justi icei (Studi i Kasus Pe inye ile isai ian Pe irkara 

Pi idana dii Ke ijaksaan Ne ige iri i Jeipara). 
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5. Metode Pengolahan Data 

Data yang sudah te irkumpul deimi ikiian be ilum dapat diitariik 

ke isi impulan seibab data yang di ikumpulkan masiih beirupa data meintah 

yang masi ih pe irlu di iolah oleih pe inuliis. Yang dalam prose isnya di ilakukan 

de ingan cara meimeiri iksa, meine iliitii data, yang te ilah diipe iroleih guna 

meinjamiin apakah data teirse ibut dapat di ipeirtanggungjawabkan se isuaii 

de ingan ke inyataan yang ada. Se ilanjutnya jiika data yang te ilah di iolah 

teirsbut sudah cukup maka, se ilanjutnya akan di ituliis dalam beintuk 

pe inuliisan te isi is. Pe ingolahan data me irupakan suatu keiharusan untuk 

meimpe irjeilas data yang di ipe iroleih, se ibab beisarnya jumlah data dan 

tiinggi inya ni ilai i data yang te ilah di ikumpulkann akan suliit di ikeitahuii ji ika 

data yang di ipe irole ih ti idak di isusun dan di iolah se icara siiste imatiis. Untuk i itu 

pe irlu diike itahuii tahapan-tahapan peingolahan data seibagaii be iri ikut:
24

 

Peirtama, Re iduksi i Data 

Tahap peirtama adalah reiduksi i data, diimana tahap iini i di ifokuskan 

pada proseis pe imi iliihan, peinye ide irhanaan, abstraksii dan transformasii data 

meintah yang di ihasi ilkan darii prose is pe ingumpulan data yang nanti inya 

data akan diise isuaiikan de ingan ke ibutuhan dan fokus pe ine iliiti ian. Di i tahap 

i inii pe ine iliitii me ilakukan peimi isahan hal-hal peintiing dan ti idak pe intiing 

se ihi ingga data yang te irkumpul leibi ih teirfokus pada tujuan peine iliitiian. 

Re iduksi i data akan beirlangsung se ilama prose is pe ingumpulan data masi ih 
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be irlangsung. Pada tahap i ini i juga akan beirlangsung ke igi iatan 

pe ingkode ian, meiri ingkas dan me imbuat partiisi i atau bagi ian-bagi ian. Se ilaiin 

i itu juga seibagai i be intuk analiisi is yang meinajamkan, meinggolongkan, 

meingarahkan, me imbuang yang ti idak pe irlu dan meingorgani isasi i data 

de ingan cara seide imiiki ian rupa hiingga ke isi impulan fiinalnya dapat diitariik 

dan diive iri ifi ikasi i pada langkah se ilanjutnya. 

Ke idua, Pe inyaji ian Data 

Langkah pe inti ing be iri ikutnya dalam teikni ik peingumpulan data 

kualiitatiif adalah peinyaji ian data. Seideirhananya pe inyaji ian data dapat 

di iartiikan seibagai i seikumpulan iinformasi i teirsusun yang me imbe irii 

ke imungki inan adanya pe inariikan keisi impulan dan peingambi ilan tiindakan. 

Se ibuah pe ineili itiian kualiitatiif pe inyaji ian data dapat di ilakukan dalam 

be intuk uraiian si ingkat, bagan atau flowchart dan se ije iniisnya. Saat i inii 

pe inyaji ian data dalam beintuk bagan dan flowchart le ibiih se iri ing di ilakukan 

dariipada peinyaji ian data yang di ilakukan dalam beintuk teiks atau narasii. 

Ke itiiga, Ve iri ifiikasi i dan Ke isi impulan 

Langkah yang te irakhi ir adalah ve iriifi ikasii dan peinari ikan 

ke isi impulan. Asumsi i dasar dan keisi impulan awal yang di ike imukakan 

di imuka masiih beirsi ifat seime intara, dan akan beirubah seilama proseis 

pe ingumpulan data masiih teirus be irlangsung. Akan te itapii, apabiila 

ke isi impulan teirse ibut di idukung ole ih bukti i-bukti i (data) yang vali id dan 

konsi iste in yang pe ine iliiti i teimukan dii lapangan, maka keisi impulan yang 
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di ikeimukakan meirupakan keisi impulan yang kre idi ibe il. Ke imudi ian peine iliitii 

dapat meimbuat diiagram teima untuk meimfokuskan diiri i pada apa yang 

muncul dan meingai itkan teima-teima, seite ilah teirsusun ke imudi ian meimbuat 

rangkuman iintii, prose is dan peinyataan-pe irnyataan yang pe irlu diijaga 

se ihi ingga te itap beirada dii dalamnya. 

 

6. Metode Anali isi is  Data 

Kaji ian iini i meimakaii peinde ikatan kualiitatiif, analiisa teilah 

di ijalankan seijak tiindakan meingumpulkan data. Anali isa data kualiitatiif 

i ialah usaha yang di ijalankan deingan prose is de ingan data, meingumpulkan 

be irbagai i data, meimiilah data teirse ibut me injadii satuan yang bi isa 

di ilakukan peinge ilolaan, meinjalankan si inteisi is, me ilakukan peincariian seirta 

meimpe iroleih pola, meimpe iroleih beirbagaii hal yang pe inti ing untuk 

di ipeilajarii seirta meimutuskan apa yang bi isa diijeilaskan keipada iindi ivi idu 

laiinnya.
25

Se isudah se iluruh data diikumpulkan maka tahapan be iriikutnya 

yang di ijalankan oleih pe inuliis yai itu meilakukan peinyusunan data seicara 

si iste imatiis se irta meinganali isa data. Te ihniik yang di ipakaii adalah 

triiangulasi i (Cross Che icks). 

Triiangulasi i di iartiiakan seibagai i meitodei dalam meingumpulkan 

data yang si ifatnya me ingkombi inasi ikan darii se ijumlah teikni ik 

pe ingumpulan data se irta sumbe ir data yang sudah te irse idi ia. De ingan 

meitode i i inii maka beirmakna jiika peinuli is meimakaii teikni ik pe ingumpulan 
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data yang ti idak sama untuk meimpe iroleih data darii sumbe ir yang sama. 

Pe inuliis me imakaii obse irvasi i parti isi ipatiif, wawancara yang di ijalankan 

se icara meindalam seirta dokumeintasii di ijalankan teirhadap sumbeir data 

yang sama de ingan be irsama-sama. 

Gambar 1.1 

Skema model analisis interaktif Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memastikan pemahaman yang maksimal dan hasil yang 

optimal dari kajian ini, penting untuk mengatur penulisan secara 

sistematik. Ini melibatkan pengelompokkan materi ke dalam bab dan 

subbab yang terstruktur dengan baik. Berikut adalah rincian sistematika 

penulisan yang harus dipertimbangkan: 

Bagian awal dokumen mencakup berbagai elemen seperti 

sampul, halaman judul, halaman persetujuan, motto dan persembahan, 

pernyataan orisinalitas, kata pengantar, serta daftar isi, dan abstrak. 

Sementara bagian inti berisi: 

Trianggulasi Penyajian 

Data 

Verification Reduksi 

Data 
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BAB I (Pendahuluan) 

1. Latar Belakang Masalah 

2. Rumusan Masalah  

3. Keaslian Penelitian 

4. Tujuan Penelitian 

5. Manfaat Penelitian 

6. Sistematika Penulisan 

BAB II (Tinjauan Pustaka) 

1. Penegakan Hukum Pidana Melalui Kebijakan Selektif-Limitatif 

Penggunaan Pidana Penjara 

2. Media Panal 

3. Restorative Justice 

4. Tinjauan Tentang Perlindungan Korban 

BAB III (Hasil Penelitian dan Pembahasan) 

BAB IV (Penutup), akan mencakup simpulan, saran, dan penutup.  

Selain itu, bagian akhir akan mencantumkan daftar pustaka, 

dokumen dari sumber data primer, dan daftar riwayat hidup peneliti.  


